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Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri
mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang
mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di
dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin,
kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah

yvang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).
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ABSTRAK

Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal dunia untuk diwarisi ahli warisnya. Hak seseorang pun tidak muncul
secara tiba-tiba tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang
berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak yang meninggal dunia. Dalam hal
pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan
Tirto Kabupaten Pekalongan sangat berbeda dengan hukum Islam, yaitu praktek
pelaksanaan dengan cara anak angkat bisa mendapatkan harta dari keluarga
angkatnya dan mendapat bagian melebihi bagian yang sudah ditentukan dalam
hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat tiga permasalahan
dari skripsi ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan harta benda kepada anak
angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa
Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa
Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan metode
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian, khususnya
keluarga Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam
pelaksanaan harta benda kepada anak angkat. Dokumentasi dalam penelitian ini
berupa surat keterangan dari kepala desa tentang anak angkat yang mendapatkan
harta.

Hasil yang diperoleh antara lain menyebutkan bahwa: pertama praktek
pelaksanaan harta benda bahwa anak angkat mendapatkan harta bersama dan ahli
waris mendapatkan harta bawaan, pembagian harta benda dilakukan atas dasar
kesepakatan dan musyawarah. Kedua: faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan harta benda disebabkan masalah perekonomian, belas kasihan, dan
menjaga kerukunan keluarga. Ketiga: tinjauan hukum Islam terhadap
pelaksanaannya terdapat perbedaan berdasarkan hukum Islam dengan praktek
pelaksanaan harta benda di daerah tersebut. Antara lain pada proses pelaksanaan
dan juga bagian yang diperoleh anak angkat. Namun demikian perbedaan-
perbedaan tersebut tidak perlu diperdebatkan. Karena ada alasan-alasan tertentu
yang menjadikan cara pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam. dengan
memperhatikan kaidah Ushul Figih Al-Hukmu yaduru ma’a ‘illati wujudan wa
‘adaman yang menunjukkan bahwa alasan itu sangat mempengaruhi hukum.

Kata kunci: harta benda, anak angkat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt telah mensyari’atkan hukum baik yang mengatur tentang
hak yang bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun
mengenai ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara
perorangan, jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan
tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu penerapan
hukum tersebut sangat memperhatikan perkembangan dan keadaan manusia
baik fisik maupun akalnya. Dengan kata lain Hukum Islam dalam
memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia disesuaikan
dengan kemampuan badan dan akalnya.'

Diantara hukum Islam yang jelas dan rinci diterangkan oleh Allah Swt
dalam Al-Qur’an adalah hukum kewarisan. Masalah-masalah yang
menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas. Sehingga
dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi.

Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan
hampir semua orang mengalaminya. Al-Quran banyak membicarakannya
tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka

kewarisan ini mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris

! Zakiyah Daradjat dkk, /lmu Figh.Y ogyakarta: Dana Bhakti, 1995, h. 1



harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah
menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris.”

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan ini menduduki tempat amat
penting. Ayat Al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan
terperinci. Hal ini dapat dimengerti, bahwa sebab masalah kewarisan pasti di
alami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut
harta benda apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan
sengketa diantara ahli waris.?

Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya
didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak-
hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang
keberadaannya telah ditentukan nash-nash baik Al-Qur’an dan Al-Hadits.
Sebab-sebab kewarisan itu meliputi: adanya hubungan kekerabatan, adanya
hubungan perkawinan, adanya hubungan wala’ dan adanya tujuan Islam yaitu
baitul al-mall yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan
harta warisan sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya.*

Dengan demikian jelaslah, bahwa siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
penentu jumlah harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya, telah

ditentukan secara limitatif oleh Allah Swt dan manusia tidak dibenarkan untuk

? Hasbiyallah, Belajar Mudah llmu Waris,Bandung: Remaja Rsdakarya, 2007, h. 1

3 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum
Islam, Bandung: Mandar Maju, 2009, h. 32

4 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta:
Persada Media Group, 2011, h. 17-18



ikut campur. Pengaturan hukum kewarisan Islam ini bersifat memaksa. Setiap
muslim diwajibkan menaati hukum Allah Swt dan melaksanakannya termasuk
ibadah.’

Berdasarkan ketentuan diatas dalam Hukum Islam anak angkat tidak
dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip
pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah, nasab, dan keturunan.’
Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum
kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak
angkat, yakni apabila bukan anak sendiri tidak dapat mewarisi dari orang yang
setelah mengangkat anak tersebut.”

Pengangkatan anak secara fabbani ini pernah terjadi pada diri Nabi
Muhammad Saw. Pada waktu itu seorang budak yang dihadiahkan oleh
istrinya Siti Khadijah untuk merawat beliau, bernama Zaid bin Haritsah.
Karena sayangnya kepada anak itu beliau angkat anak dan hal ini diketahui
oleh Nabi Muhammad Saw. Kita dipanggilkan Zaid bin Muhammad.

Atas tindakan tersebut, lalu turunlah ayat Al-Quran yang melarang

pengangkatan anak yang demikian, dalam Al-Quran Surah Al-ahzab ayat 4-5
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3 Rachmadi,Usman,op.cit., h. 34-35

® Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012,
h. 192

"Rachmadi Usman, op.cit., h. 178



Gt -

z 4// }./ e B
) La.;.?-J ‘J}.Q_C &U‘QL%j

Kb Sals

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati
dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu
zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu
hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.
“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.
dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,
tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Maksud dari ayat 4 sampai ayat 5 surah Al-ahzab jelaslah bahwa
Hukum Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan
darah (keturunan) antara anak dan orang tuanya dan keluarganya atau
menimbulkan hubungan darah (keturunan) antara anak dan orang tua
angkatnya. Secara tegas berdasarkan ayat 4 sampai 5 surah al-ahzab tersebut,
Allah melarang kita untuk memanggil nama anak-anak angkat tersebut dengan
diikuti oleh nama-nama selain daripada nama ayah-ayah mereka.’

Oleh karena itu ayah angkat tidak menjadi wali nikah dan tidak ada

suatu halangan bagi anak angkatnya untuk menikah dengan anak kandung

¥ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,Bandung: Diponegoro,
2013, h. 41

° Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,
Jakarta: Kencana Prenada Group, h. 43-44



orang tua angkatnya atau dengan orang tua angkatnya sekalipun. Demikian
pula antara anak dan orang tua angkatnya tersebut tidak mempunyai hak
saling mewarisi.'’

Dari penjelasan di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa anak
angkat tidak bisa saling mewarisi. Akan tetapi dalam prakteknya di
masyarakat seorang anak angkat bisa mendapatkan harta dari kedua orang tua
yang mengangkatnya. Hal ini terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan, keluarga yang berada di Desa tersebut bernama
H.Darsan dan Hj. Temuwiyah. Mereka mengangkat seorang anak perempuan
yang bernama Danumi, kemudian anak tersebut tinggal bersama keluarga
angkatnya sampai orang tua angkatnya meninggal dunia.

Setelah H.Darsan dan Hj. Temuwiyah meninggal dunia, mereka
meninggalkan anak angkat, ahli waris dan harta benda. Harta benda yang
ditinggalkan diantaranya harta bawaan dari Hj.Temuwiyah dan harta bersama
dari H.Darsan dan Hj. Temuwiyah. Untuk harta bawaan dari Hj. Temuwiyah
berupa sawah 500 M? dengan taksiran harga sejumlah Rp. 76.000.000, tanah
rumah dengan taksiran harga seumlah Rp. 150.000.000 dan kebun 140 M*
dengan taksiran harga sejumlah Rp. 30.000.000 dari keseluruhan harta
bawaan dari Hj.Temuwiyah yaitu berjumlah Rp. 256.000.000 dan harta
bersama dari H.Darsan dan Hj.Temuwiyah berupa sawah 1000 M? dengan

taksiran harga berjumlah Rp. 152.000.000 dan kebun 280 M? dengan taksiran

10 Rachmadi Usman, op.cit., h. 179



harga berjumlah Rp. 60.000.000 dari keseluruhan harta bersama tersebut
berjumlah Rp.212.000.000."!

Dalam pelaksanaan harta tersebut H.Basari (saudara dari
Hj. Temuwiyah) meminta kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan dan salah satu tokoh agama untuk menetapkan ahli
waris dan bagian harta masing-masing ahli waris.

Dari hasil pelaksanaan harta benda tersebut harta bawaan dari Hj.
Temuwiyah diberikan kepada saudara-saudaranya yang masih hidup dan harta
bersama yang berupa sawah 1000 M? taksiran harga sebesar Rp.152.000.000
dan kebun 280 M? dengan taksiran harga sebesar Rp.60.000.0000 dari harta
bersama tersebut berjumlah Rp.212.000.000 semuanya diberikan kepada
Danumi selaku anak angkat, karena mengingat H.Darsan dan Hj. Temuwiyah
hanya memiliki anak satu-satunya walaupun anak tersebut hanya berstatus
anak angkat, anak angkat yang ditinggalkan oleh pewaris juga sudah lama
mengurus keluarga angkatnya dan anak angkat tersebut belum mempunyai
kehidupan yang layak seperti saudara dari Ibu Hj. Temuwiyah.'?

Dalam kasus diatas, tampak adanya perbedaan berdasarkan Hukum
Islam. Dalam Hukum Islam anak angkat bukan termasuk ahli waris dan
pemberian untuk anak angkat adalah dengan jalan pemberian wasiat

sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta benda orang tua angkatnya.

n Agus Subandrio, wawancara, Pekalongan, 29 November 2016
'2 H.Basari,wawancara, Pekalongan, 29 November 2016



Sebagaimana telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2
yang berbunyi: “terhadap anak angkat yang menerima wasiat maka diberi
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya”."> Akan tetapi dalam kenyataan yang ada pada kasus diatas, anak
angkat bisa mendapatkan harta dan pendapatannya lebih dari sepertiga dari
jumlah harta yang ditinggalkan.

Berdasarkan wuraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk
mengangkat judul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Harta Benda Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”.

. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, terdapat tiga rumusan masalah dalam
penelitian ini yang dijawab, yaitu:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa
Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada
anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan harta benda
kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten

Pekalongan?

"> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, op.cit., h. 78



C. Tujuan dan Manfaat
1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan harta benda kepada anak
angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan.

c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan harta
benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan.

2. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya pada bidang hukum
keluarga serta menambah pengetahuan pada diri sendiri, mahasiswa
dan masyarakat pada umumnya.

b. Agar penulisan ini berguna untuk mengurangi adanya penyimpangan
pembagian harta benda.

c. Untuk memberikan gambaran terhadap praktek pelaksanaan harta
benda di Desa Pandanarum Tirto Kecamatan Tirto.

D. Telaah Pustaka
Studi mengenai perkara kewarisan yang menjadi bagian dari materi
hukum perdata di Indonesia telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana

muslim, berlebih lagi dalam hubungannya dengan kewarisan Islam. Penelitian



kalangan sarana yang menulis status tentang kewarisan anak angkat masih

dianggap minim. Sepanjang penelusuran penulis, baru mendapatkan beberapa

penelitian yang memusatkan tentang masalah kewarisan, antara lain:

1.

Skripsi karya Hikmatul Mafiyah (110710101115) mahasiswa Fakultas
Hukum, Universitas Jember dengan judul Pewarisan terhadap Anak
Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa. Hasil
penelitiannya bahwa hukum adat di sebut sebagai “air dari dua sumber”
sebab disamping sebagai ahli waris orang tua kandungnya. Ia juga
menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Dikalangan
masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung
tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat diberkelakuan baik
terhadap orang tua angkat akan mendapatkan warisan dari orang tua
angkatnya.'*

Skripsi karya Alfun Ni’matul Husna (03360200) mahasiswa Fakultas
Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan
judul Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum
Perdata di Indonesia. Hasil penelitiannya bahwa dalam hukum Islam
status anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga
dia tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya, meskipun

demikian anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua

14http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73432/1 10710101115--

HIKMATUL%20MAHFIYYAH-1-74.pdf?sequence=1 dikutip pada tanggal 07 Desember
2016 Pukul 08.00 WIB
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angkatnya. sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dinyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat
memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan
ketentuan undang-undang yang berlaku.'

3. Skripsi karya Siti Nur Azizah (2102156) mahasiswa Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan
Hukum Islam terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa
Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.Hasil penelitiannya
bahwa tradisi sedulur sikep lebih dikenal dengan istilah tinggalan, mereka
tidak mengenal metode hijab dan mahjub, tidak ada perbedan antara
pembagian anatara laki-laki dan perempuan, anak yang sudah keluar dari
samin tetap mendapat warisan, begitu juga kepada anak angkat. Sedulur
sikep mempunyai kepercayaan bahwa semua keturunan manusia yang
bukan dari kelurga pewaris bisa menjadi ahli waris dan mendapat
warisan.'®

4. Jurnal Sasi Vol 17 No.3 2011karya Jean K Matuankota dengan judul
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh
kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak. Hasil

penelitiannya adalah dalam persoalan pengangkatan anak harus jelas di

' http://digilib.uin-suka.ac.id/953/2/BAB%201,%20BAB%20V,%20DP.pdf dikutip
pada tanggal 06 Desember 2016 Pukul 19.00 WIB

1o http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk 1/86/jtptiain-gdl-sitinurazi-4299-
Iskripsi-p.pdf dikutip pada tanggal 05 Desember 2016 Pukul 20.00 WIB
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pengadilan agar status anak mendapat perlindungan hukum dan bisa saling
mewarisi antar keluarga angkatnya.'’

5. Jurnal Al-Syir’ah vol.4 No.2 2006 karya Ridwan Jamal dengan judul
Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum
Adat. Hasil penelitiannya adalah bahwa menurut hukum Islam penamaan
anak angkat tidak dijadikan sebagai sebab mewarisi, karena prinsip dasar
mewarisi adalah hubungan darah. Menurut hukum perdata apabila anak
angkat tersebut sudah di putus oleh pengadilan maka anak angkat berhak
mendapatkan warisan, dan menurut hukum adat bahwa pembagian harta
waris sesuai dengan adatnya masing-masing.'®

6. Jurnal Ahkam vol. 16 Nomor 1, April 2014 Karya Neni Nuraeni dengan
judul  Tafsir Ayat Ahkam (Kajian tentang Bagian Waris dan
Kepemimpinan Perempuan).Hasil penelitiannya adalah secara historis-
sosiologis ayat-ayat waris merupakan bentuk penyadaraan kemanusiaan
bahwa perempuan sebagaimana laki-laki berhak mepunyai harta baik
melalui warisan, wasiat, mas kawin dan nafkah, mengenai kepemimpinan
perempuan dalam politik terdapat dua pendapat yaitu ada ulama yang

melarang dan ada ulama yang membolehkan."’

"7 Jsasi2011_17 3 8 matuankotta.pdf dikutip pada tanggal 10 Desember 2016 Pukul
10.16 WIB

'8 203-355-1SM.pdf dikutip pada tanggal 10 Desember 2016 Pukul 23.13 WIB

' 624-1037-1-SM,Pdf, dikutip pada tanggal 6 April 2017 Pukul 23.16 WIB
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E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif,

disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau

pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran

mengenai pola-pola yang berlaku.”® Maka penulis menggunakan beberapa

metode penelitian antara lain:

1.

Jenis penelitian hukum

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum non-doktrinal
dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas
sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum atau premis mayor.

Disini yang dicari lewat proses searching and researching bukanlah
dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma abstrak atau amar
putusan yang kongkret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola
hubungan entah yang kausal antara Dberbagai gejala yang
memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang

bisa disimak oleh indra pengamatan.

21

2% Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 20-
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Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa
fenomena.”’ Dimana yang digunakan disini adalah fenomena atau
penelitian hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan
dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan
penelitian lapangan.

2. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/
sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian
lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan).**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai
sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat
dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode
eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar,
diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka
pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber
sekunder.

a. Sumber primer
Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat

autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, sumber data yang

2 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan
Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, h.132
% Ibid., h. 106
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langsung memberikan data kepada pengumpul data.”’ Dengan kata
lain, data primer merupakan data yang didapat langsung dari
masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian
lapangan,”* yang mengambil lokasi di Desa Pandanarum Kecamatan
Tirto Kabupaten Pekalongan, dengan objek kajian adalah pada
permasalahan pelaksanaan pemberian harta benda kepada anak angkat,
faktor-faktor yang mempengaruhi serta tujuan dengan adanya
pemberian harta tersebut.
b. Sumber sekunder
Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi,” yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta
observasi.
3. Bahan Hukum
Pengelompokkan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat
dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:
a. Bahan primer
Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena

dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-

% Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 62
2 Suratman, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 53
% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006, h. 141
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undangan, putusan pengadilan dan traktat.’® Dalam penelitian ini
bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Surat Keterangan
mendapat harta, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
Bahan sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum
termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum
(termasuk jurnal on-line).” Dalam penelitian ini bahan sekunder yang
digunakan oleh penulis yaitu laporan penelitian Dosen IAIN
Walisongo Semarang karya Rustam Dahar Apollo Harahap,M.Ag
yang berjudul Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Sebagai Pengganti
Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Figh dan Hukum Waris Indonesia
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.368/K/AG/1995) dan
laporan penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo
Semarang karya Noor Aflah yang berjudul Kewarisan Istri Beda
Agama (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA No.16/AG/
2010).

Bahan tersier

?® Burhan Ashshofa, op,cit, h. 58
%7 Peter Mahmud Marzuki,op.cit h. 155
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Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang
bahan primer dan sekunder. Seperti: kamus, buku pegangan.”® Dalam
penelitian ini bahan tersier yang digunakan oleh penulis yaitu buku
karya Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan yang berjudul Hukum
Pengangkatan Anak Perspektif Islam, buku karya Beni Ahmad
Saebani yang berjudul Figh Mawaris, buku karya Irma Devita
Purnamasari yang berjudul Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak
Memahami Masalah Hukum Waris, karya A Turmudi yang berjudul
Figh Waris di Indonesia dan Musthofa Haffas yang berjudul Hukum
Waris Islam.

4. Metode pengumpulan data
Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang
paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data,
maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data
yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis
adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

%% Burhan Ashshofa, loc.cit.
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Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
maksa dalam suatu topik tertentu.”

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu
dengan anak angkat, ahli waris dari H. Darsan dan Ibu Hj.
Temuwiyah, dari pihak pemerintah desa dan tokoh agama.

b. Observasi

Tujuan dilakukan observasi adalah untuk mendiskripsikan setting,
kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat, waktu dan makna yang
diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang
bersangkutan.™

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non
partisipasi (non participant observer) yaitu dimana observer tidak ikut
didalam kehidupan orang yang akan diobservasi dan secara terpisah
berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini hanya bertindak
sebagai penonton saja tanpa harus langsung terjun ke lapangan.’'

c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

% peter Mahmud Marzuki,op.cit, h. 72

3% Burhan Ashshofa, loc.cit.

31http://akbar—iskandar.blogspot.co.id/201 1/05/jenis-observasipartisipannon04.
html?m=1 dikutip pada tanggal 10 April 2017 pukul 23:31 WIB
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transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang
berkaiatan dengan penelitian.*?
Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa surat keterangan dari
Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
tentang anak angkat yang mendapatkan harta.
5. Analisis data
Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah
menganalisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu
masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga
susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan
karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih
dimengerti duduk perkaranya.”> Dalam skripsi ini penulis menggunakan
analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan
adalah :
a. Melakukan Pengelompokan Data
Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan.
Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam
bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data
mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per

rangkaian diskusi.

32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010, h. 274
3 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:
Alfabeta, 2009, h. 200
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b. Melakukan Reduksi Data
Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan
dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan
pertanyaan penelitian.
c. Mendisplai Data
Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/
guideline sudah terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali
melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan
dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah
antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap displai
data.
d. Menarik Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis
data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan
benang merah tema di tahap displai data yang akan menjawab tujuan
penelitian dan pertanyaan penelitian.**
F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan
penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika

penulisan sebagai berikut:

* Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen
Penggalian Data Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 349-350
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Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi: latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengenai kewarisan dan anak angkat dalam Hukum Islam.
Bab ini meliputi: pengertian dan dasar Hukum kewarisan, syarat dan rukun
kewarisan, asas-asas kewarisan Islam, sebab-sebab mendapatkan harta
warisan, golongan ahli waris, anak angkat, pendapat ulama tentang kedudukan
anak angkat dalam waris, wasiat dan hibah.

Bab ketiga mengenai Dekriptif terhadap pembagian harta waris
kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan. Bab ini meliputi: Gambaran umum Desa Pandanarum Kecamatan
Tirto Kabupaten Pekalongan, Praktik pembagian harta waris kepada anak
angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada anak
angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan harta
benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan. Bab ini meliputi : Analisis praktik pelaksanaan harta benda
kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta
benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten

Pekalongan dan Analisis tinjauan Hukum islam terhadap pelaksanaan harta
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benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan.

Bab Kelima Bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan
penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi: kesimpulan
dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari
apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, serta jawaban dari
rumusan massalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi

dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.



BAB II

KEWARISAN DAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan Islam

Dalam hukum Islam, waris merupakan kata yang diambil dari
bahasa Arab G )-& -, 5 yang berarti mewarisi.”> Menurut istilah, waris
adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang
telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.*

Orang yang meninggalkan harta disebut muwaris. Sedangkan yang
berhak menerima pusaka disebut waris.””

Menurut Habiburrahman, kewarisan (a/-miras) yang disebut juga
sebagai faraidh berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana
telah diatur dalam nash al-Qur’an dan al-Hadis. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban
tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-
orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan
dalam nash-nash baik al-Qur’an dan al-Hadis.*®

Kemudian Sayyid Sabiq mendefinisikan faraidh adalah bentuk

jamak dari Faridhah yang diambil dari kata Fardh bagian yang telah

35 Ahmad Warsom Al-Munawir, Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap,
Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, h. 1655

3% Beni Ahmad Saebani, Fikih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 13

37 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Mawaris, Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 5

¥ Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 16
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ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu
waris dan ilmu faraidh.*

Pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri
hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (zirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.*’

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan
kepemilikan sesuatu, baik berupa harta maupun hak-hak, dari orang yang
meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan
syari’at.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam
Hukum waris dalam Islam didasarkan kepada A/-Qur’an, al-
Hadis, ljma’ dan ljtihad.
a. Al-Qur’an
Hukum kewarisan Islam sumber utamanya adalah Al-Qur’an,
yang mengatur secara tegas maupun secara tersirat. Untuk jelasnya
akan dikemukakan beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan
mengenai pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu:*'

1) QS.an-nisa (4): 7

%9 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid III, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006,
h. 291

* Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Redaksi
Nuansa Aulia, 2013, h. 51

I Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam
Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama, Jakarta: Prenada media
Group, 2016, h. 10
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Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan”.*’

Ayat ini dijadikan dasar oleh mazhab Hanafi yang
berpendapat bahwa kerabat dzawil arhaam juga memiliki hak
mendapatkan bagian warisan, karena bibi dari jalur ayah, bibi dari
jalur ibu dan cucu dari jalur anak perempuan termasuk kerabat.
Oleh karena itu, mereka juga berhak mendapatkan warisan seperti
yang ditetapkan oleh ayat &358 15 o013 &5 e #

2) QS.an-nisa (4): 11
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Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian
seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang
anak perempuan; dan jika anak itu semuanya

* Departemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro,
2013, h. 78
* Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir jilid 2, Depok: Gema Insani, 2013, h. 605
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perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh
separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai  beberapa saudara, maka ibunya
mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Bijaksana”.”

Menurut mayoritas ulama ahli waris anak laki-laki dan anak
perempuan. Bagian satu laki-laki adalah dua kali lipat bagian
satu perempuan atau dengan kata lain sama dengan bagian dua
perempuan. Apabila anaknya hanya satu perempuan saja, maka
ia mendapatkan bagian setengah, namun jika dua perempuan
atau lebih maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga. Jika
anaknya hanya satu anak laki-laki lebih dari satu, maka harta
pusaka yang ada dibagi sama antara mereka.*’

3) QS.an-nisa (4): 12
.- STy s 4F a2 @ 2 2E - - EI
O ob A3 Sdd (S A o) e 3l I G e sy 0
SE~— . S.e . s & - AR I S I
3 e e dood s o G5 ee ) o2 5 2 4]

4 Departemen Agama RI, loc.cit.,
* Wahbah Az-Zuhaili, op.cit, h. 613-614
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Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.
Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika
kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik
laki-laki ~ maupun  perempuan  yang  tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),
maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu
lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam
yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at
yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Penyantun”.”’

Ayat ini adalah mengatur tentang ketetapan dari perolehan

masing-masing duda dan dua garis hukum, dan janda dengan

% Departemen Agama RI, op.cit,. h. 79
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dua garis hukum begitu pula terhadap perolehan saudara-
saudara (kalalah) serta persoalan wasiat dan utang.

QS. Al-ahzab (33): 6

Pd & P - < £ - . £ }B’:q- £
Tl (o Al i $oar bl NP F

7 e 2 T S D R L . 872
2 By SSUS! ) Tlass ol Y] egals
Artinya: “....dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah
satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam
kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-
orang Mubhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik
kepada saudara-saudaramu (seagama)”...."”

Yang dimaksud o=y 3l damis 159 154505 (Dan orang-
orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih
berhak (waris mewarisi). Yang dimaksud elij\l\;j}i dengan
adalah kerabat yakni mereka itu lebih berhak satu sama lain
dalam hal pewarisan (waris mewarisi).*®

Dari ayat ini pula dapat dipahami bahwa dalam
melaksanakan pembagian warisan agar diusahakan yang lebih
dekat dengan pewaris. Namun demikian, Allah Swt tetap
menganjurkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama
mukmin dan muhajirin dengan cara memberikan sebagian

harta benda mereka, antara lain melalui wasiat wajibah dengan

syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta.*’

*7 Ibid,. h. 418
* Imam Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, Jakarta:Pustaka Azzam, 2012, h. 9-10
* Syamsulbahri Salihima, op.cit, h. 36
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. Al-Hadits

Sumber kedua dalam hukum kewarisan Islam adalah hadis.
Dalam uraian ini, akan dikemukakan hadits-hadits pokok antara
lain:*

1) Hadis Riwayat Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang menyebutkan:

G e oida o e G E AR ¢ G S 5h5) 6 B3 e Y1 e Wi
il Sl sl s s e ) Loa bl Jguay JB 106, e ) 0 ¢ 4l
Tebe ol53) 83 JRD N3 Y 568 G el Llaly

Artinya: “ Telah bercerita kepadaku ‘Abdul A’la bin Hammad
(Imam Tirmizi), telah bercerita kepadaku wahaib dari
Ibnu Thuwais, Dari ayahnya, Dari Ibnu Abbas r.a,
Rasulullah Saw bersabda: serahkanlah harta waris
kepada yang berhak sisanya untuk orang laki-laki
yang ashabah (HR. Muslim)

2) Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang menyebutkan:

(&1 o By sl 0 sey @l 0 ama 5 i) 0 Galy S
o e ara Ul (31550 2 GOl ol AY) JU Was © (e JU)
| yand) oy e il lom ) Iy JB 1 Gl 0 g 4l 02 05l
85 JR5 5 S8 S 50 € L ) S e il G Ol
(el ol 5 )

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim dan
Muhammad bin Rafi’ dan Abdul bin Humaid (dengan
lafad Ibnu Rafi’). Ishaq berkata: telah bercerita
kepadaku: telah mengabarkan kepadaku Mu’ammar
dari Ibnu Thowus dari ayahnya. Dari Ibnu Abbas r.a,
Rasulullah Saw bersabda: bagikan harta warisan
kepada ahli waris (ashhabul furuudh) sesuai dengan
ketetapan Kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga
laki-laki yang terdekat (ashabah).

>0 Ibid,. h. 38
>! Imam Muslim, Shahih Muslim, Bairut: Dar Kutub: Al-‘ilmiah, h. 560
52 Imam Muslim, op.cit,. h. 562
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Kedua hadis tersebut, menjelaskan bahwa harta warisan itu
harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan
ketetapan dalam Al-Qur’an.>

¢. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan para mujtahid terhadap suatu
hukum syara.”® Sedangkan yang dimaksud ijma’ disini adalah
kesepakatan kaum muslimin untuk menerima ketentuan hukum
waris yang terdapat di dalam Al-quran dan Hadits sebagai
ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya
mewujudkan keadilan dalam masyarakat. /jma’ sendiri merupakan
salah satu dalil syara’ dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh
jumhur ulama’ fikih dianggap sebagai sumber Hukum Islam yang
ketiga setelah al-Qur’an dan hadis.”

d. Ijtihad

Ijtthad yakni menggunakan segala kesanggupan untuk
mencapai suatu putusan syara’ (hukum Islam) tentang kasus yang
penyelesaiannya belum tertera dalam al-Qur’an dan hadis.’® Tjtihad

dalam hal ini merupakan pemikiran sahabat atau ulama’ yang

>3 Syamsulbahri Salihima, op.cit,. h. 38-39

>* Abu Rokhmad, Ushul Al-Figh, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 220

> Rustam Dahar Apollo Harahap, Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Sebagai
Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Figh dan Hukum Waris Indonesia,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang,
2013, h. 36

> Abu Rokhmad, op.cit., h. 166
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memiliki syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab
persoalan-persoalan yang muncul, termasuk persoalan waris.”’
B. Rukun dan Syarat Kewarisan
Disamping telah adanya hubungan kewarisan dan telah bebas dari
halangan kewarisan, seseorang baru berhak menerima warisan apabila
telah terpenuhi rukun dan syaratn kewarisan. Adapun rukun kewarisan ada
tiga yaitu:>®

1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak
untuk mewarisi harta waris

2) Ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan
pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan
(wala)

3) Harta warisan yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang
ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.’’

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian
harta warisan. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:
1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hagqiqi, hukmi atau
taqdiri berdasarkan perkiraan.

a. Mati Haqiqi (mati sejati)

Mati hagigi (mati sejati) adalah matinya muwaris yang
diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim karena kematian
tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan
dapat dibuktikan dengan alat bukti yang nyata dan jelas.

b. Mati Hukmi (menurut putusan hakim)

Mati hukmi (putusan hakim) adalah suatu kematian yang
dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa
pertimbangan.  Maka dengan putusan hakim secara yuridis
muwaris  dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat
kemungkinan muwaris masih hidup.

°7 Rustam Dahar Apollo Harahap, op.cit,. h. 36-37

¥ A Turmudi, Figh Waris, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 39

% Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009, cet ke 1,
h. 129
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c. Mati Taqdiry (menurut dugaan)

Mati taqdiry (dugaan) adalah sebuah kematian berdasarkan
dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul
perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam
keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan
oleh pemukulan terhadap ibunya.*

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, kalau sudah
meninggalkan tempat selama 4 tahun dan tidak diketahui dimana
keberadaannya sekarang, maka sudah dapat dinyatakan telah
meninggal dunia. Namun para ulama madzhab lain hal tersebut
menyerahkan  kepada ijtihad hakim dalam melakukan
pertimbangan-pertimbangan dari beberapa macam kemungkinan.

2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal. Dengan
demikian, apabila ada dua orang yang saling mewaris dan mereka
meninggal bersama-sama ataupun meninggal secara berturut-turut
akan tetapi tidak diketahui siapakah yang meninggal terlebih dahulu,
maka kepada mereka tidak terjadi saling mewarisi.”'

3) Harta peninggalan muwaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah,
pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.*

C. Asas-Asas Kewarisan Islam

Asas adalah pikiran dasar yang merupakan latar belakang dari

peraturan konkret dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum

% Noor Aflah, Kewarisan Istri Beda Agama, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014, h. 40-41

6! Rustam Dahar Apollo Harahap, op.cit., h. 42

% Noor Aflah, op.cit., h. 42
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dari peraturan konkret.” sistem kewarisan akan memiliki asas yang
menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan bersangkutan. Sistem
kewarisan Islam dalam hal ini antara lain:

1. Asas [jbari ( asas yang berlaku pada dirinya sendiri)

Asas ini mengatur bahwa pada saat seseorang meninggal dunia,
kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung
menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk
menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan
menolak atau menerima sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu
apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ijbari
dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:
a) Peralihan harta

Unsur ijbari dari segi cara peralihan harta mengandung arti
bahwa harta orang yang meninggal beralih dengan sendirinya
setelah kematian pewaris.

b) Segi jumlah

Bagian ahli waris dalam pewarisan sudah jelas ditentukan
oleh Allah sehingga pewaris maupun ahli waris terikat kepada apa
yang telah ditentukan dan tidak mempunyai kewenangan untuk
menambah atau menguranginya.

¢) Segi penerima peralihan harta

% Destri Budi Nugrahaeni, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014. H. 16
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Yang berhak atas harta peninggalan sudah ditentukan secara
pasti sehingga tidak ada suatu kekhususan manusia yang dapat
mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau
mengeluarkan orang yang berhak menjadi ahli waris.

2. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti
Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut pada pasal 174
Kompilasi Hukum Islam sedangkan ahli waris pengganti adalah ahli
waris yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli
waris pengganti atau keturunan dari ahli waris yang disebutkan pasal
174 Kompilasi Hukum Islam.
3. Asas Individual
Asas ini mengatur bahwa harta warisan dapat dibagi kepada ahli
waris sesuai dengan bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta
warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal ini didasarkan atas
ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi mempunyai
kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang
dalam wushul figih disebut ahliyat al-wujub, sehingga setiap ahli waris
berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak
pula untuk tidak melakukannya.
4. Asas keadilan berimbang
Pembagian harta waris dilakukan dengan perbandingan bagian
laki-laki dengan perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu.

Hukum waris Islam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
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antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus
ditunaikan. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding
dengan kewajiban yang dipikul masing-masing dalam kehidupan
keluarga dan masyarakat. Hakikat harta peninggalan yang diterima
oleh ahli waris merupakan lanjutan tanggung jawab pewaris kepada
keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima masing-masing
terhadap keluarga seperti laki-laki menjadi penanggung jawab untuk
mencukupi kebutuhan keluarganya.
5. Asas waris karena kematian
Peralihan hak materil maupun imateril dari seseorang kepada
kerabatnya secara waris-mewaris berlaku setelah orang tersebut
meninggal dunia.®*
D. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Warisan
Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam ada yang menyebabkan
sehingga antara satu orang dan orang lain dapat saling mewarisi. Adapun
yang menjadi penyebab terjadinya saling mewarisi sesuai hukum
kewarisan Islam yaitu sebagai berikut:
1) Perkawinan
Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan dikatakan sah
menurut syari’at Islam, perkawinan sah apabila syarat dan rukunnya
terpenuhi sesuai syariat Islam. sebagaimana disebutkan dalam pasal 2
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang perkawinan
yang maksudnya bahwa: perkawinan yang dapat dinyatakan sah,

apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya yang kedua mempelai anut.

% Destri Budi Nugrahaeni, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014. H. 16-18
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Perkawinan merupakan akad yang sah sesuai syariat, walaupun
hubungan intim (khulwah) belum dilakukan dan meskipun orang yang
menikah menderita sakit keras.

Apabila salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia
yang perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau talak raj’i yang
masih dalam masa iddah, maka dia berhak untuk saling mewarisi
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam OS.an-Nisa

(4):12 yaitu:
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Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang di
tinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak,
maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang
mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau
seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi
jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka
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mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah di
penuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli
waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)
syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Dengan demikian antara suami dan istri dapat saling mewarisi
selama tidak ada hal-hal lain yang dapat menghalangi, yakni mereka
adalah suami yang istrinya meninggal dan istri yang suaminya
meninggal. Sebab mereka telah terikat dengan akad yang sah menurut
syariat Islam, meskipun belum berhubungan intim. Jadi perkawinan
menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama
akadnya masih utuh.

Kekerabatan

Kekerabatan adalah antara satu orang dengan orang lain
mempunyai hubungan darah baik garis lurus ke atas maupun garis
lurus ke bawah, serta pertalian darah menyamping. Terjadinya waris
mewarisi karena hubungan kekerabatan disebutkan Firman Allah Swt
dalam QS.an-nisa (4):7, yaitu:

5 & Laad SL3 05381 05Tl 35 LS ol Jlel
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Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan

% Departemen Agama RI, op.cit., h. 79
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kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang
telah ditetapkan.®®

Adapun golongan lurus ke atas disebut ushul atau leluhur si mati
adalah: a) ayah, kakek, dan jalur ke atasnya, b) ibu, nenek dan jalur ke
atasnya. Adapun golongan garis lurus kebawah disebut furu " atau anak
turunan si mati adalah: a) anak laki-laki, cucu, cicit dan jalur
kebawahnya. Kemudian golongan garis menyamping disebut hawasyi
adalah: a) saudara laki-laki dan perempuan secara mutlak, baik
saudara kandung maupun seayah atau seibu, b) anak-anak saudara
kandung atau seayah dan c) paman sekandung, seayah, dan anak laki-
lakinya paman sekandung.®’

3) Memerdekakan budak (4/-Wala’)

Memerdekakan budak yaitu kekerabatan karena sebab hukum.
Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan
seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat
kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) . orang yang membebaskan
budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang
sebagai manusia. Oleh karena itu Allah Swt menganugerahkan
kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak
itu tidak memiliki ahli waris hakiki baik karena ada kekerabatan

ataupun tali pernikahan.®®

5 Departemen Agama RI, A/l-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro,
2013, h. 78

%7 Syamsulbahri Salihima, op.cit., h. 63-65

% Beni Ahmad Saebani, op.cit., h. 109-110



38

4) Hubungan keislaman
Hubungan keislaman adalah hubungan keagamaan yakni sama-
sama menganut agama Islam, menyebabkan terjadinya saling mewarisi
sebagaimana pendapat golongan Syafi’iyah dan Malikiyyah bahwa
apabila seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris,
maka yang menjadi ahli warisnya adalah orang yang seagama Islam.
E. Golongan Ahli Waris
Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni ashabul
furudh atau dzawil furudh, ashabah, dan dzawil arham.
1. Ashabul furudh
Ashabul furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta
peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, as-sunnah dan
Ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah ', %, 1/8,1/3,2/3,
dan 1/6.%°
Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang
sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang
laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.”’
Ahli waris laki-laki adalah sebagai berikut:
a) Anak laki-laki
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
c) Ayah
d) Kakek (ayah dari ayah)

e) Saudara laki-laki sekandung
f) Saudara laki-laki seayah

% Madani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Depok: Raja Grafindo
Persada, 2014, h. 37

" Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Ahyar jilid 2
,Surabaya: Bina I[Imu, 1983, h. 31
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Saudara laki-laki seibu

Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf e)
Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf f)
Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
Saudara seayah (paman) yang seayah

Anak paman yang seibu seayah

m) Anak paman yang seayah

n)
0)

Suami
Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris diatas semuanya ada maka hanya tiga ahli
waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut:

1) Suami
2) Ayah
3) Anak

Apabila ahli waris dari pihak perempuan ada 10 orang, yaitu
sebagai berikut:

a) Anak perempuan

b) Cucu perempuan dari anak laki-laki

¢) Ibu

d) Nenek perempuan (ibunya ibu)

e) Nenek perempuan (ibunya ayah)

f) Saudara perempuan yang seibu seayah

g) Saudara perempuan seayah

h) Saudara perempuan seibu

1) Istri

j) Orang perempuan yang memerdekakannya

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang
mendapatkan harta waris hanya 5 orang, yaitu:

1) anak perempuan

2) cucu perempuan dari anak laki-laki
3) ibu

4) saudara perempuan seayah dan seibu
5) istri
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Andaikan ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada
semuanya maka yang berhak mendapatkan harta warisan,
adalah sebagai berikut:

1) ayah

2) ibu

3) anak laki-laki
4) anak perempuan
5) istri.”"

2. Ashabah
Ashabah merupakan para ahli waris yang menerima sisa harta
peninggalan dari ashhabul furudh.”” Ahli waris ashabah akan
mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi ada ketentuan bagian
yang pasti. Baginya berlaku:

a) Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta
waris untuk ahli waris ashabah

b) Jika ada ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah
menerima sisa dari ashabul furudh tersebut

c) Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furudh
maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa.

Yang termasuk ahli waris ashabah yakni sebagai berikut:

1) Anak laki-laki

2) Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah

3) Bapak

4) Kakek

5) Saudara laki-laki kandung

6) Saudara laki-laki seayah

7) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan)
8) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (keponakan)
9) Paman kandung

10) Paman sebapak

11) Anak laki-laki paman sekandung

' Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai
pembaruan Hukum Positif di Indonesia), Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 63-64
72 Fatchur Rahman, /lmu Waris, Bandung: Al-Ma’arif, 1981, h. 607
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12) Anak laki-laki paman sebapak

Ahli waris ashabah dibedakan menjadi tiga yaitu:

a) Ashabah binnafsih (dengan sendirinya) yaitu kerabat laki-
laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh ahli
waris perempuan atau ahli waris yang langsung menjadi
ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain.

b) Ashabah bilghairi (bersama orang lain)  yaitu orang
perempuan yang menjadi ashabah beserta orang laki-laki
yang sederajat dengannya.

c) Ashabah ma’al ghairi (karena orang lain) yaitu orang yang
menjadi ashabah disebabkan ada orang lain yang bukan
ashabah.

3. Dzawil arham

Dzawil arham adalah anggota kerabat simati yang tidak termasuk

ashabul furudh dan tidak pula ashabah. Mereka dianggap kerabat yang

jauh pertalian nasabnya.” Yaitu sebagai berikut:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)
)
k)
D

Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan

Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
Kakek (bapak dari ibu)

Nenek (ibu kakek)

Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung
sebapak maupun seibu)

Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu

Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan
(sekandung sebapak atau seibu)

Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan
dari kakek

Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang
seibu dengan kakek

Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu

Anak perempuan dari paman

Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).”

F. Anak Angkat dalam Hukum Islam

101

BA Turmudi, Figih Waris di Indonesia, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h.

™ Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, op.cit., h. 67
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Perihal pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam
ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala kecil. Meskipun demikian
Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat
hukum yang diambil dari beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama figih
yang dapat dijadikan sandaran yang menarik pengertian tentang anak
angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam Anak angkat adalah anak yang
dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan
sebagainya beralih tanggungjawabnya orang tua asal kepada orang tua
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.’

Adopsi anak sudah dikenal sejak zaman jahiliyyah sebelum ada
risalah Nabi Muhammad Saw. Dahulu anak angkat dinasabkan kepada
ayah angkatnya, boleh menerima waris, dapat menyendiri dengan anak
serta istrinya, dan istri anak angkat haram bagi ayah angkatnya. Secara
umum anak angkat layaknya anak kandung didalam segala urusan.”’

Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam
sehubungan dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan di jaman
Jahiliyah adalah sebagai berikut:

1. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya,

berdasarkan firman Allah Swt QS.Al-Ahzab: 5

7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademik
Presindo, 1995 h. 14

® Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nusa Aulia,
2013, h. 52

" Bachtiar Nasir, Anda Bertanya Kami Menjawab, Jakarta: Gema Insani, 2012,
h. 4111



43

(._CQJ?UV_A Uz ‘).A.l’.’v.lul; JA :x.&k..,alj.mv.@_:bﬁ (.Jb).csl

uv\.a.u L‘uﬁﬁ ““”"UQ,.‘LA'JCL}(’_‘:“J&WJ) _./3.;5 :\IT

159 G5 1508 T 515 ;&ijb

Artinya: “panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama
bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama maula-
maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf
tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja
oleh hatimu. Allah maha pengampun, Maha Penyayang.”®

Imam Ibnu Katsir berkata, Ayat ini berisi perintah Allah Swt
yang menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu
mengakui sebagai anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung,
yaitu anak angkat. Maka (dalam ayat ini) Allah Swt memerintahkan
untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang
sebenarnya (ayah kandung), dan inilah (sikap) adil dan tidak berat
sebelah”.”

2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua
angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah yang
menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak
mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.

3. Anak angkat bukanlah mahram. Sehingga wajib bagi orang tua

angkatnya maupun anak-anak kandung mereka untuk memakai hijab

7® Departemen Agama, op.cit., h. 418
" Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7, Jakarta:
Pustaka Imam Asy-Syafi’i, h. 304
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yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana
ketika mereka di depan orang lain yang bukan mahram.

4. Diperbolehkannya bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak
angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah. Sebagaimana

Firman Allah SWT QS.Al-Ahzaab: 37

-

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang
Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga)
telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu
dan  bertagwalah  kepada  Allah”, sedang kamu
menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang
Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala
Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya
(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya
tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk (mengawini)
isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak
angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada
isterinya (menceraikannya). Dan adalah ketetapan Allah itu
pasti terjadi”.*’

G. Pendapat Ulama tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan,
Wasiat dan Hibah.
Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih dalam Islam ada tiga

faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena

% Departemen Agama, op.cit., h. 423
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hubungan kekerabatan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan
kekerabatan atau keturunan al-garabah, karena hasil perkawinan yang sah
al-mushaharah, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba
sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling
tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa
hidupnya.

Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori diatas, dalam
artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya,
bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan
bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena antara dirinya dan
orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia
akan mewarisi maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan
orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar al-garabah dan al-
mushaharah atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong
dengan yang meninggal selama hidupnya.®'

Bicara masalah hak waris anak angkat, memang tidak ada dalil
yang membolehkannya, namun alangkah baiknya anak angkat tetaplah
diberikan harta atas peninggalan orang tua angkatnya, yakni dengan jalan
memberinya wasiat.*

Menyangkut pemberian harta kepada anak angkat mengacu pada
Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) yang

menyebutkan:

81 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif
Islam, Jakarta: Kencana, 2008, h. 25
82 Beni Ahmad Saebani, Fikih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 348
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(1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai
dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.*

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa wasiat
wajibah yang dimaksudkan oleh Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat
yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang
tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkatnya dengan jumlah
maksimal 1/3 dari harta peninggalan.™

Hukum Islam mengatur pula tentang adanya hibah, yakni
penghibah adalah orang yang berumur 21 tahun, berakal sehat, serta tanpa
adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta
bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi,
sedangkan penerima hibah harus ada pada saat hibah dilangsungkan,
obyek hibahnya harus punya si pemberi hibah, sesuatu yang
kepemilikannya dihalalkan dalam agama dan disertai ljab dan Qabul
untuk syarat dan sahnya hibah.*’

Ulama Mazhab Hanafi melarang dengan tegas seseorang yang

ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain meskipun dalam

8 Tim Redaksi Nuansa Aulia, op.cit., h. 62

% Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, op.cit., h. 80

85 Mahdiah, Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan, Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1994, h. 66
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hal kebaikan. Mereka beranggapan bahwa orang tersebut adalah orang
yang bodoh yang harus dibatasi segala tindakannya.*®

Akan menjadi permasalahan ketika di dalam harta hibah yang akan
di berikan kepada anak angkat kemungkinan masih terdapat hak atau
bagian dari ahli waris, maka pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleh
seorang pemberi hibah kepada anak angkatnya dengan ketentuan tidak
melebihi dari 1/3 harta keseluruhan yang dimilikinya. Dalam hal ini dapat
di bedakan menjadi dua hal yakni, jika hibah tersebut di berikan kepada
orang lain (bukan seorang ahli waris ataupun badan hukum) maka
mayoritas pakar hukum Islam sepakat mengatakan hal tersebut perlu di
batasi, tetapi jika hibah tersebut di berikan kepada anak-anak atau ahli
waris dari pemberi hibah, maka menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir
tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqoha amsar menyatakan hal
tersebut makruh.*’

Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian
atau pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih dikenal
dengant hibah atau wasiat, tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisannya
karena untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Adapun perbedaan antara waris, hibah dan wasiat yaitu:

WARIS HIBAH WASIAT

Waktu Setelah wafat Sebelum wafat Setelah wafat

% Ibnu Rasyid, Bidayatul Mujtahid, 1995, h. 445
¥ Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2014, h. 128
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Ahli waris dan

Penerima Ahli waris Bukan ahli waris
bukan ahli waris

Nilai Sesuai faraidh Bebas Maksimal 1/3

Hukum Wajib Sunnah Sunnah

Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang (baik

keluarga sendiri maupun orang lain sama sekali) tidak ada kaitannya

dengan harta peninggalan si mayit, sebab sudah dibuat sewaktu simayit

masih hidup dan sudah diberikan/diterimakan sewaktu si mayit juga masih

hidup. Jika wasiat dibatasi maksimal hanya sepertiga dari harta

peninggalan maka hibah tidak dibatasi, kecuali kalau hibah itu dibuat oleh

seseorang yang sedang sakit berat mengakibatkan ia wafat setelah itu,

maka yang demikian itu hanya diperkenankan dalam batas maksimal

sepertiga dari harta peninggalan.

Hibah dan wasiat (selain wasiat untuk ahli waris sendiri) tidak

perlu izin ahli waris. Ini sudah jelas, sebab sebelum seseorang meninggal

dunia, sebenarnya belum ada istilah ‘ahli waris’ atau ‘harta waris’.*®

88 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2014, h. 130-131




BAB III
DESKRIPTIF PELAKSAANAAN HARTA BENDA KEPADA ANAK
ANGKAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO

KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten

Pekalongan
Desa pandanarum adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan

Tirto Pekalongan Jawa Tengah Indonesia. Desa pandanarum terdiri atas
tiga Rukun Warga (RW) dan dua belas Rukun Tetangga (RT), yang mana
setiap rukun tetangga terdiri atas beberapa pedukuhan. Sebagian besar
Desa Pandanarum dikelilingi oleh sawah, di desa ini juga terdapat makam
waliyullah yang bernama Mbah Wali Wono Segoro yang terletak di dukuh
bentaro, dimana setiap tanggal 1 Muharom (Tahun Baru Hijriyah)
diperingati khoul untuk mengenang jasa-jasa beliau.
1) Daftar pedukuhan di Desa Pandanarum

Pacing kidul (meliputi Rukun Tetangga 1, 2, dan 3)

Pacing tengah (meliputi Rukun Tetangga 4 dan 5)

Cileduk (meliputi Rukun Tetangga 6)

Pacing lor (meliputi Rukun Tetangga 7)

Bentaro (meliputi Rukun Tetangga 8)

Kepuh (meliputi Rukun Tetangga 9)

Kepuh tengah (meliputi Rukun Tetangga 10)

Kepuh lor (meliputi Rukun Tetangga 11)
Kepuh kembangan (meliputi Rukun Tetangga 12)

FER e a0 o

2) Letak geografis

a. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karanganyar
b. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Curug
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c. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paweden dan Desa
Coprayan
d. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngalian

3) Mata pencaharian masyarakat

Petani
Buruh
Tukan jahit
Montir
Pengrajin
Peternak
Pengusaha
PNS
Pensiunan
Pegawai swasta
Pedagang

AT PR SO a6 o

4) Sarana pendidikan
a. Agama

- TPA Roudhotul ‘Athfal
- MDA Roudhotul ‘Athfal
- TK Baca Al-Ikhsan

- TPQ Al-Ikhsan

- MDA Al-Ikhsan

b. Umum
RA Muslimat Nu

MIS Pandanarum
SD Negeri Pandanarum®

B. Praktek Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat di Desa
Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Pelaksanaan harta benda kepada anak angkat dalam penelitian ini

merupakan pelaksanaan yang dilakukan oleh salah satu keluarga di Desa

Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Oleh sebab itu,

¥ Data monografi Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan,
Desember 2016, h. 1
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profil responden akan menjelaskan tentang identitas dari para pelaku
pelaksanaan harta benda tersebut yakni pihak pemerintahan desa, ahli
waris, dan anak angkat dengan keterangan sebagai berikut:
1. Munariyah
Munariyah adalah seorang perempuan yang menjabat sebagai
Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
Beliau berusia 42 tahun. Beliau merupakan orang yang selalu
membantu dalam menyelesaikan sengketa terhadap masyarakatnya dan
salah satu orang yang berperan penting dalam permasalahan yang
penulis teliti tentang pelaksanaan harta benda kepada anak angkat yang
berada di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.”
2. KH. Nasrurrahman Al-Khafid
KH. Nasrurahman Al-Khafid adalah seorang tokoh ulama yang
berada di Desa Banyurip Ageng Kota Pekalongan. Masyarakat sering
memanggilnya yaitu Kyai Annas. Saat ini usia beliau 68 tahun. Beliau
bekerja sebagai guru ngaji di Desa Banyurip Ageng. Beliau termasuk
orang yang membantu menyelasaikan masalah tentang harta benda
yang ditinggalkan oleh H. Darsan dan Hj. Temuwiyah.”’
3. Madenur
Madenur adalah seorang laki-laki asli Desa Pandanarum yang
berusia 64 tahun. Rumahnya dekat sekali dengan H. Darsan dan Hj.

Temuwiyah. Beliau termasuk anak dari Napsiyah (saudara kandung

% Ibu Munariyah, wawancara, Pekalongan, 10 Desember 2016
! KH Nasrurrahman A-Khafid, Wawancara, Pekalongan, 30 Desember 2016
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dari Ibu Hj. Temuwiyah yang sudah meninggal). Pekerjaan beliau
adalah pedagang ayam di pasar. Beliau termasuk perwakilan dari
keluarga Hj. Napsiyah yang mendapatkan harta benda dari Hj.
Temuwiyah.”?
. Agus Subandrio

Agus Subandrio adalah seorang laki-laki asli Desa Pandanarum
yang berusia 56 tahun. Beliau termasuk anak dari H. Muzrab (saudara
kandung Ibu Hj. Temuwiyah yang sudah meninggal). Pekerjaan beliau
adalah serabutan. Beliau termasuk perwakilan dari keluarga H. Muzrab

yang mendapatkan harta benda dari Hj. Temuwiyah.”

. H. Basari

H. Basari adalah seorang laki-laki asli Desa Pandanarum yang
berusia 82 tahun. Beliau merupakan saudara kandung tertua yang
masih hidup dari Hj. Temuwiyah. Pekerjaan sehari-harinya adalah
petani dengan menggarap sawah yang dimilikinya. Walaupun usia
beliau sudah tua tetapi beliau masih mempunyai semangat kerja untuk

bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.**

. H. Abdullah

H. Abdullah adalah seorang laki-laki asli Desa Banyurip Kota
Pekalongan yang berusia 77 tahun. Beliau merupakan saudara kandung

Hj. Temuwiyah yang bertempat tinggal paling jauh dari saudara yang

92 Madenur, Wawancara, Pekalongan, 29 Desember 2017
% Agus Subandrio, Wawancara, Pekalongan, 29 November 2016
% H. Basari, Wawancara, Pekalongan, 29 November 2016
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lainnya. Saat ini beliau sudah tidak bisa bekerja seperti biasanya

karena sering masuk keluar rumah sakit.”

. Hj. Masithoh

Hj. Masithoh adalah istri dari H. Khasanuri (saudara kandung Ibu
Hj. Temuwiyah). Beliau tinggal di Desa Jenggot Kota Pekalongan.
Setelah ditinggal oleh suaminya beliau bekerja sebagai pedagang batik
yang ada di Pekalongan. Beliau termasuk keluarga H. Khasanuri yang
mendapatkan harta benda dari Hj. Temuwiyah *°
. Hj. Sa’diyah

Hj. Sa’diyah adalah seorang perempuan asli Desa Pandanarum
yang berusia 70 tahun. Beliau merupakan salah satu saudara
perempuan dari Ibu Hj. Temuwiyah yang masih hidup. Beliau juga
tinggal berdekatan dengan H. Basari dan Agus Subandrio. Sekarang ini
Ibu Hj. Sa’diyah tidak bekerja karena kondisi dan usia beliau sudah

tidak memungkinkan lagi untuk melakukan aktifitas seperti biasanya.’’

. Danumi

Danumi adalah anak angkat dari Keluarga H. Darsan dan Hj.
Temuwiyah. Usia beliau saat ini 63 tahun. Beliau diangkat oleh
keluarga tersebut sejak berusia 11 bulan. Sekarang ini beliau tinggal di
Desa Pandanarum. Beliau bekerja sebagai pedagang makanan

meneruskan pekerjaan Ibu angkatnya yakni Hj. Temuwiyah.

% H. Abdullah, Wawancara, Pekalongan, 10 Desember 2016
% Hj. Masithoh, Wawancara, Pekalongan, 29 Januari 2017
°7 Hj. Sa’diyah, Wawancara, Pekalongan, 10 Desember 2016
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Sebelum diangkat oleh H.Darsan dan Hj. Temuwiyah, Danumi
adalah anak kandung dari Siti yang tinggal di Desa Banyurip Ageng
Kota Pekalongan. Keluarga kandungnya memberikan anak tersebut
kepada H.Darsan dan Hj.Temuwiyah karena faktor ekonomi yang
sedang dihadapi pada waktu itu.

Praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat yang terjadi

di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dapat
dikatakan suatu kasus yang baru dan bisa dibilang unik. Keunikan tersebut
terletak pada pelaksanaannya yang melebihi 1/3 dari harta waris yang
ditinggalkan oleh pewaris.

H. Darsan meninggal dunia pada tahun 2007, sejak meninggalnya
H.Darsan tidak ada pembagian harta benda yang ditinggalkannya karena
Hj.Temuwiyah (istri H.Darsan) masih hidup, tidak lama kemudian Hj.
Temuwiyah meninggal dunia pada tahun 2012. Keluarga tersebut
meninggalkan harta benda, ahli waris dan anak angkatnya. Harta benda
yang ditinggalkan berupa harta bawaan dari Hj. Temuwiyah dan harta
bersama dari H.Darsan dan Hj. Temuwiyah.

Adapun perincian harta benda yang ditinggalkan oleh H. Darsan
dan Hj. Temuwiyah yaitu:”®
a. Harta Bawaan Hj. Temuwiyah

Harta bawaan Hj. Temuwiyah merupakan harta dari orang tua

kandungnya yaitu Wasmun dan Sri’ah. Setelah orang tua kandung Hj.

% Danumi, Wawancara, Pekalongan, 10 Desember 2016
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Temuwiyah meninggal dunia, Hj. Temuwiyah diberi harta berupa

Sawah, tanah rumah, dan kebun dengan taksiran harga yang disebutkan

pada kolom dibawah ini:

No Warisan Nilai
1. | Sawah 500 M* Rp.76.000.000,.
2. | Tanah rumah Rp.150.000.000,.
3. | Kebun 140 M* Rp.30.000.000,.
JUMLAH Rp. 256.000.000,.

b. Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari H. Darsan dan Hj.

Temuwiyah selama mereka sudah melaksanakan pernikahan. Harta

gono-gini berupa sawah dan kebun dengan taksiran harga yang sudah

disebutkan pada kolom dibawah ini:

No Warisan Nilai
1. Sawah 1000 M Rp. 152.000.000,.
2. Kebun 280 M~ Rp. 60.000.0000,.
JUMLAH Rp. 212.000.000,.

Pada tahun 2012 ahli waris mencoba membagikan harta benda

secara kekeluargaan, namun hasilnya belum juga bisa dibagikan karena

banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh ahli waris yang

bersangkutan salah satunya adalah saudara Hj. Temuwiyah saling
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memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh H.Darsan dan Hj.
Temuwiyah dengan alasan H.Darsan dan Hj. Temuwiyah tidak
mempunyai anak kandung yang bisa mewarisi harta peninggalannya.
Danumi sebagai anak angkat dari H. Darsan dan Hj. Temuwiyah
keberatan dengan keingingan dari saudara Hj. Temuwiyah tidak terima
atas permintaan itu karena dari kecil sampai keluarga angkatnya
meninggal dunia Danumi seorang diri yang sudah merawatnya seperti
keluarga kandungnya.

Pada tahun 2013 H. Basari sebagai saudara yang paling tertua dari
Hj. Temuwiyah meminta Kepala Desa Pandanarum dan Kyai Annas
untuk membantu membagikan harta yang di tinggalkan oleh H. Darsan
dan Hj. Temuwiyah karena sudah hampir satu tahun setelah
ditinggalkan oleh pewaris semua harta waris yang ditinggalkan tidak
terurus dan banyak tanggapan negatif dari kalangan masyarakat karena
sebagian keluarga yang sudah bergelar Haji masih tetap saja
merebutkan harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Pembagian harta benda dilaksanakan di kantor Kepala Desa
Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang disaksikan
oleh Kepala Desa, Kyai Annas, H. Basari, H. Abdullah dan Hj.
Sa’diyah dan Danumi. Sebelum pelaksanaan harta benda Kyai Annas
memastikan ahli waris yang berhak mendapatkan harta yang
ditinggalkan oleh pewarisnya. Ahli waris yang disebutkan oleh Kyai

Annas yaitu saudara dari Hj. Temuwiyah yaitu Napsiyah, H. Musrab,
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H. Ghozin, H. Basari, H. Abdullah, H. Khasanuri, Hj. Sa’diyah dan
tidak lupa anak angkat dari H.Darsan dan Hj. Temuwiyah yaitu
Danumi.

Hasil dari pembagian harta benda tersebut yaitu harta bawaan dari
Hj. Temuwiyah diberikan kepada saudara Hj. Temuwiyah yang masih
hidup yaitu: Madenur, Agus Subandrio, H. Basari, Hj. Masyitoh, H.
Abdullah dan Hj. Sa’diyah. Adapun harta bersama H. Darsan dan Hj.
Temuwiyah semuanya diberikan kepada anak angkatnya yaitu Danumi.

Adapun perincian pembagian hartanya adalah sebagai berikut:

a. Pembagian harta bawaan Hj. Temuwiyah

No Ahli Waris Nilai

1. | Napsiyah Rp. 9.000.000,.

2. | H. Musrab Rp. 9.000.000,.

3. | H. Ghozin -

4. | H. Basari Rp. 91.600.000,.

5. | H. Abdullah Rp. 91.600.000,.

6. | H. Khasanuri Rp. 9.000.000,.

7. | Hj. Sa’diyah Rp. 45.800.000,.
JUMLAH Rp. 256.000.000

Dari pembagian harta bawaan yang sudah dijelaskan diatas,
Napsiyah, H. Musrab, dan H. Khasanuri hanya mendapatkan dengan

taksiran harga Rp. 9.000.000 yang berbentuk kebun pemberian ini
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menyebutnya pemberian secara Cuma-cuma dengan alasan mereka sudah
meninggal dan harta tersebut diserahkan kepada pewakilan dari keluarga
masing-masingnya.

Adapun perolehan H. Basari, H. Abdullah adalah sama yaitu
dengan taksiran harga Rp. 91.600.000 dan Hj. Sa’diyah dengan taksiran
harga yaitu Rp. 45.800.000., (tanah rumah dan sawah) karena sisa dari
pembagian saudaranya yang sudah meninggal dihitung dengan cara 2:1
untuk H. Basari, H. Abdullah dan Hj. Sa’diyah. Disamping itu H. Ghozin
tidak dapat harta warisan karena sudah meninggal dan tidak memiliki
saudara.

b. Harta bersama

No Warisan Nilai
1. Sawah 1000 M” Rp. 152.000.000,.
2. Kebun 280 M? Rp. 60.000.0000,.
JUMLAH Rp. 212.000.000,.

Harta bersama diberikan kepada anak angkat H. Darsan dan Hj.
Temuwiyah dengan jumlah taksiran harga yaitu Rp. 212.000.000. Hasil
pembagian ini Danumi mendapatkan harta benda dan mendapat bagian
yang lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua

angkatnya.”

% Danumi, Wawancara, Pekalongan, 10 Desember, 2016
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C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Harta Benda

Kepada Anak Angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto

Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan kasus dari keluarga di Desa Pandanarum Kecamatan

Tirto Kabupaten Pekalongan. Peneliti mendapatkan hasil bahwa hal-hal

yang menyebabkan pelaksanaan harta benda kepada anak angkat yang

terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

antara lain:

1)

2)

3)

Masalah perekonomian

Perekonomian menjadi faktor utama yang menjadi terlaksananya
harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan. Sebab sebelum H. Darsan dan Hj. Temuwiyah
mengangkat Danumi, perekonomian keluarga Danumi sangat lemah
sehingga orang tua kandung dari Danumi menitipkan anaknya kepada
H. Darsan dan Hj. Temuwiyah agar Danumi mempunyai kehidupan
yang layak hingga dewasa.
Belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai
orang tua (yatim piatu) dan ucapan terima kasih dari ahli waris kepada
anak angkat atas kesediaannya dan sudah dianggap seperti keluarga
sendiri.
Mempererat hubungan kekeluargaan

Disini akan mendapat misi untuk mempererat pertalian keluarga

dengan ahli waris dan anak angkat. Misalnya hal ini terjadi karena
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berbagai macam latarbelakang yang dapat menyebabkan
kerenggangan keluarga antara ahli waris dan anak angkat yang
ditinggalkan H. Darsan dan Hj. Temuwiyabh.

Dari faktor-faktor yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa pada
dasarnya latar belakang terjadinya pelaksanaan harta benda kepada anak
angkat adalah masalah perekonomian, belas kasihan, dan mempererat
hubungan kekeluargaan. Dengan demikianlah pelaksanaan harta benda

kepada anak angkat merupakan sesuatu bernilai positif.'

'% K H Nasrurrahman A-Khafid, Wawancara, Pekalongan, 30 Desember 2016
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ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN HARTA BENDA KEPADA

ANAK ANGKAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO

KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Praktek Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat Di

Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Dalam praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di

Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan cara

pelaksanaannya dipimpin oleh salah satu tokoh agama masyarakat bahwa

hasil pelaksanaan harta bendanya yaitu anak angkat yang mendapatkan

harta bersama sedangkan ahli waris mendapat harta bawaan dari

pewarisnya.'"!

Proses pelaksanaan harta dalam kasus ini yaitu sebelum dibagikan

seluruh harta yang ditinggalkan dikumpulkan menjadi satu, kemudian

setelah menentukkan ahli warisnya harta tersebut dipisah antara harta

bawaan dan harta bersama.

Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang

terdapat ketidaksamaan antara anak angkat dan ahli waris. Akan tetapi hal

tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan hukum

Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak

waris tetapi juga dikaitkan dengan keperluan dan kegunaaan. Atas dasar

'°' KH Nasrurrahman A-Khafid, Wawancara, Pekalongan, 30 Desember 2016
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pengertian tersebut diatas terlihat jelas asas keadilan dalam pembagian
harta dalam hukum Islam.'*

Dalam praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat ini
juga pendapatannya lebih besar dari ahli warisnya, namun apabila
dilakukan dengan cara musyawarah maka akan menimbulkan hal-hal yang
positif bagi keluarga dan begitu juga manfaat yang didapat setelah
mendapat harta.'®?

Atas dasar kesepakatan dan musyawarah ini sesuai dengan pasal
183 Kompilasi Hukum Islam bahwa “para ahli waris dapat bersepakat
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-
masing menyadari bagiannya”.'™

Penulis menganalisis dari praktek pelaksanaan harta benda yang
terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
bahwa pembagian harta benda berupa harta bersama yang diberikan
kepada anak angkat yang pemberiannya melebihi batas maksimal dan
harta bawaan yang diberikan kepada ahli warisnya. Berdasarkan Firman

Allah Swt QS. Al-Ahzab: 6

_ _ a2~ - =0 & _ P - > £ 20 o }aé/ £
orgelly Toadadl o Al Ciies gy |5l e BN 150305

z -
z

Tz o & 2 ~/,f - 5_}/,.: )

) By,ma vi.éL"JJl Jl Ileas o

Artinya: “.....dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama
lain berhak (waris mewarisi) didalam kitab Allah daripada orang-

£._a
|

1

2 M Samhuji Yahya, Hukum Waris dalam Syariat Islam, Bandung:
Diponegoro, 2013, h. 78

19 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, Jakarta: Prenada Media Grup, 1999, h.
283

"% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa
Aulia, 2013, h. 55
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orang mukmin dan orang-orang Mubhajirin, kecuali kalau kamu
berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)”....'"

Dari ayat ini pula dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan
pembagian warisan agar diusahakan yang lebih dekat dengan pewaris.
Namun demikian, Allah Swt tetap menganurkan untuk senantiasa berbuat
baik kepada sesama mukmin dan muhajirin dengan cara memberikan
sebagian harta benda mereka, antara lain melalui wasiat wajibah dengan
syarat tidak boleh dari sepertiga harta.'*®
. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Harta
Benda Kepada Anak Angkat Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada
anak angkat ini disebabkan karena:'"’

1. Masalah perekonomian

2. Belas kasihan, karena anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang
tua dan keluarga

3. Mempererat hubungan kekeluargaan.

Analisis terhadap faktor-faktor yang terjadi pada kasus diatas
adalah mereka melaksanakan dengan cara musyawarah yang menjadi

kesepakatan seluruh ahli waris dengan pelaksanaan harta benda tersebut

akan mengahasilkan kerukunan keluarga antar ahli waris.

1% Departemen Agama Ri, op.cit,. h. 418
1% Syamsulbahri Salihima, op.cit, h. 36
7 KH Nasrurrahman A-Khafid, Wawancara, Pekalongan, 30 Desember 2016
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Dapat kita ketahui bahwa faktor-faktor diatas memiliki
kesinkronan asas-asas hukum waris adat yaitu:
a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu kesadaran bagi para
ahli waris bahwa rejeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat
dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas
keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu untuk mewujudkan ridha
Tuhan bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan,
maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya
untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan
berebut harta.
b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak
Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris
mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang berhak untuk
mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan
kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh
harta warisan.
c. Asas kerukunan keluarga
Asas kerukunan dan keluarga yaitu para ahli  waris
mempertahankan untuk memelihara kerukunan hubungan keluarga
yang damai dan tentram, baik dalam menikmati dan memanfaatkan
harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian

harta warisan terbagi.
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d. Asas musyawarah mufakat
Asas musyawarah mufakat yaitu para ahli waris membagi harta
warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang
dituakan dan bila terjadi kesepakatan itu bersifat tulus ikhlasyang
dikemukakan dengan perkataan yang baik dan benar yang keluar dari
hati nurani pada setiap ahli waris

e. Asas keadilan

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, jasa,
sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik
bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.'*®

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Harta Benda Kepada

Anak Angkat Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten

Pekalongan

Pelaksanaan harta benda kepada anak angkat yang terjadi pada

keluarga Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini

tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (1) dan (2)

yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176
sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi asiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

% Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, 2008, h. 8-9
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Berdasarkan isi bunyi pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa
anak angkat berhak atas wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi
Hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan perundang-
undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaiknya orang tua
angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau
anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.'®”

Penerima wasiat wajibah adalah orang tua angkat dan anak
angkat.''” Ketentuan wasiat wajibah diatas merupakan hasil ijtihad para

ulama dalam menafsirkan QS.Al-Baqarah: 180
3T a0l eyl s 35 o) EdlT $aT sas 13 20k O

Z P
= ST 18 B (e el
D ol e s Oyt
Artinya:“diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak,

berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma’ruf (ini

adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.’’!

Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada
kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pendapat yang lebih kuat,
pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya
ayat mengenai mawaris (pembagian harta warisan). Dan ketika turun ayat
faraidh, ayat wasiat itu dinasakh dan pembagian waris yang ditentukan

menjadi suatu hal yang wajib dari Allah Swt yang harus diberikan kepada

1% Ahmad Kamil dan Fauzan dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan
Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, h. 148

"% Achmad Zainudin dan A. Ma’ruf Asrori, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid
2, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, h. 297-322

" Departemen Agama RI, op.cit., h 27
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ahli waris tanpa perlu adanya wasiat serta tidak mengandung kemurahan
dari orang yang berwasiat.''?
Dan dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh para

penyusun kitab sunan dan lain-lain dari Amr bin Kharijah.

aa cban (gl sl e UiBaca gy ool W8 3adials ¢ S0 sl Widais jld s )l e sl byl
ol s adle dl J m y Conans : JU Aalel Ul Conans JU calise 00 dim 5 0o oile Il

13 4551l im s Yy i 3 53 S ol 8038 da ) ) U

Artinya: “telah mengabarkan kepadaku Abu Ali Ar-Raudzibari, telah
berceritaa kepadaku Abu Daud, telah bercerita kepadaku Abdul
Wahab bin Najdah, telah bercerita kepadaku Ibnu Abbas dari
Syar Hubail bin Muslim, berkata aku telah mendengarkan Abu
Umamah berkata: bahwa aku telah mendengarkan Rasulullah
Saw bersabda: “sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang
haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris”

Dengan demikian kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan
kaum kerabat yang menjadi ahli waris telah di nasakh. Hal ini termasuk
ijtihad semua ulama bahkan terlarang berwasiat kepada mereka dengan
dalil hadis terdahulu dari Amr bin Kharijah.'"*

Kemudian mengenai kepemilikan harta peninggalan untuk anak
angkat dalam hukum Islam tidak mengatur aturan akan tetapi Kompilasi
Hukum Islam sebagai perombak untuk kemaslahatan telah menguraikan
secara rinci menurut ketentuan bagian-bagiannya, baik sebagai ahli waris

maupun bukan ahli waris. Pembagian harta yang tidak terselesaikan dalam

keharmonisan keluarga kadangkala memacu permasalahan yang mengarah

"2Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7, Jakarta:
Pustaka Imam Asy-Syafi’i, h. 429

'3 Al-Imam Abi Bakr Ahmad Ibn Husain Ibn Ali Baihaqi, Sunan Kubro Juz 6,
Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, tt, h. 432

4 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 369
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ke perselisihan dan sebagai penyelesaiannya biasanya menggunakan badan
kelembagaan seperti pengadilan. Perselisihan yang berujung permusuhan
bukan ajaran yang diajarkan oleh syari’at Islam, akan tetapi bagaimana
permasalahan tersebut mampu terpecahkan dengan musyawarah mufakat
tanpa melibatkan pihak luar.

Permasalahan yang dihadapi mengenai pelaksanaan harta benda
kepada anak angkat yang terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan yang menimbang cenderung bagian lebih banyak
ini mempunyai alasan sebagaimana faktor ekonomi anak angkat, belas
kasihan dan mempererat hubungan kekeluargaan.

Setiap ahli waris telah ditetapkan bagiannya masing-masing, akan
tetapi jika pembagiannya tidak sesuai dengan hukum kewarisan maka akan
menimbulkan persoalan. Menurut penulis pelaksanaan harta benda kepada
anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
tidak sepantasnya dilakukan. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan
Kompilasi Hukum Islam bahwa selain Furudhul Mugaddarah tidak berhak
memperoleh harta peninggalan. Karena hal ini bisa menjadi kekecewaan
dilingkungan keluarga ahli waris, seharusnya pelaksanaan harta benda itu
dilakukan menurut ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Kasus Pelaksanaan harta benda kepada anak angkat
a. Kasus pemberian harta benda kepada ahli waris
H. Darsan dan Hj. Temuwiyah meninggalkan harta benda berupa

harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan dari Hj.Temuwiyah
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berupa sawah 500 M? dengan taksiran harga sejumlah Rp. 76.000.000,
tanah rumah dengan taksiran harga seumlah Rp. 150.000.000 dan
kebun 140 M? dengan taksiran harga sejumlah Rp. 30.000.000 dari
keseluruhan harta bawaan dari Hj.Temuwiyah yaitu berjumlah Rp.
256.000.000 dan harta bersama dari H.Darsan dan Hj.Temuwiyah
berupa sawah 1000 M” dengan taksiran harga berjumlah Rp.
152.000.000 dan kebun 280 M? dengan taksiran harga berjumlah Rp.
60.000.000 dari keseluruhan harta bersama tersebut berjumlah
Rp.212.000.000. dari peninggalan harta tersebut ahli waris
mendapatkan harta bawaan dari Hj. Temuwiyah.

Dalam hukum kewarisan Islam bagian untuk ahli waris pada kasus
tersebut. Cara pembagian hartanya menggunakan teori Ashabah bi al-
ghair yang berarti (bersama orang lain) yaitu orang perempuan yang

menjadi ashabah beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya.'"

No Ahli Waris Bagian Jumlah

1. | H. Muzrab 2/12x256.000.000 | Rp.42.666.666
2. | H. Ghozin 2/12x256.000.000 | Rp.42.666.666
3. | H. Basari 2/12x256.000.000 | Rp.42.666.666
4. | H. Abdullah 2/12x256.000.000 | Rp.42.666.666
5. | H. Khasanuri 2/12x256.000.000 | Rp.42.666.666
6. | Hj. Sa’diyah 1/12x256.000.000 | Rp.21.333.333
7. | Napsiyah 1/12x256.000.000 | Rp.21.333.333

'S Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 168
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b. Kasus perolehan harta benda kepada anak angkat

H. Darsan dan Hj. Temuwiyah mengangkat Danumi. Harta benda
yang ditinggalkan harta bawaan dari Hj. Temuwiyah berupa sawah 500
M? dengan taksiran harga sejumlah Rp. 76.000.000, tanah rumah
dengan taksiran harga seumlah Rp. 150.000.000 dan kebun 140 M?
dengan taksiran harga sejumlah Rp. 30.000.000 dari keseluruhan harta
bawaan dari Hj. Temuwiyah yaitu berjumlah Rp. 256.000.000 dan harta
bersama dari H.Darsan dan Hj.Temuwiyah berupa sawah 1000 M’
dengan taksiran harga berjumlah Rp. 152.000.000 dan kebun 280 M?
dengan taksiran harga berjumlah Rp. 60.000.000 dari keseluruhan
harta bersama tersebut berjumlah Rp.212.000.000. Dari peninggalan
harta tersebut anak angkat memperoleh seluruh harta bersama yang
jumlahnya Rp. 212.000.000,,.

Dalam hukum Islam anak angkat memperoleh 1/3 dari harta yang
ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 156.000.000. Menurut penulis setiap
bagian sudah ditetapkan bagiannya. Karena jumhur ulama
berpendapat bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dengan dalil

sabda Rasulullah Saw saat ketika ia berwasiat.''®

A gy i ol e 4wl e 3508 0 e (8 & Ll UAS s (0 A8 W3S
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1® Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 371
"7 Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Bairut: Dar Al-
Kutub Al-‘Ilmiyabh, tt, h. 255
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Artinya: Telah bercerita kepadaku Qutaibah bin Said, telah bercerita
kepadaku Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibnu
Abbas r.a berkata: semoga orang-orang mau mengurangi
sepertiga menjadi seperempat, karena Rasulullah bersabda:
sepertiga saja, sebab sepertiga itu sudah banyak.” (HR. Al-
Bukhari).

Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan harta benda kepada
anak angkat yang terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang
berlaku karena anak angkat dalam hukum Islam hanya bisa
mendapatkan harta yang di tinggalkan dengan jalan wasiat wajibah
dan bagiannya tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan
pewaris karena ada alasan-alasan tertentu yang menjadikan cara
pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam.

Menurut penulis tindakan seperti ini sesuai dengan kaidah
ushul figh yang berbunyi:

8% 52 513585 4 aa sy & Q)

Artinya:“ada atau tidak adanya hukum itu tergantung pada ada atau
tidak adanya illat hukum tersebut.

Kaidah ushul figh tersebut menerangkan bahwa alasan itu
sangat mempengaruhi hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa
ketentuan kewarisan sebagai suatu pernyataan yang secara tekstual
sudah tercantum dalam Al-Qur’an merupakan suatu hal yang universal
bagi setiap muslim untuk mewujudkan kehidupan sosial. Oleh karena

itu, bagi umat Islam melakukan peraturan syari’at yang ditunjuk oleh

'8 Wahbah Al-Zuhaili Damasyqi, al Wasith Fi Ushul al Fighi, Damasyqi: Al-

Mathba’at al-‘ilmiyyat, 1969, h. 415
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nash-nash yang shorih, meski dalam soal pembagian harta pusaka
sekalipun adalah suatu keharusan selama peraturan tersebut tidak
ditunjuk oleh dalil-dalil nash yang menunjukkan
ketidakwajibannya.''” Namun demikian, kenyataan dalam masyarakat
ternyata masyarakat muslim tidak semuanya menjalankan ketentuan
waris sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur’an karena adanya
alasan-alasan tertentu yang mendasarinya seperti menjaga kerukunan

antar pewaris sehingga pembagiannya menyimpang Al-Quran.

"9 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma’arif, 1981, h. 34
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisa yang telah penulis tuangkan dalam

skripsi ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa
Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan adalah harta
bawaan diberikan kepada ahli waris dan harta bersama diberikan
kepada anak angkat dalam pelaksanaannya melebihi batas maksimal
yang ditentukan oleh hukum Islam.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada
anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan karena tiga faktor yaitu masalah perekonomian, belas
kasihan dan menjaga kerukunan keluarga.

Pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atas kesepakatan dan
musyawarah ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183
bahwa: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian
dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari

bagian”.

73
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B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberi saran
sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam pelaksanaan harta benda, setiap ahli waris sudah
mengetahui bagan-bagiannya sesuai dengan hukum Islam.

2. Adanya perkembangan hukum Islam yang dikembangkan dalam
bentuk Peraturan Perundang-undangan, maka perlu kiranya
pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dilakukan sesuai dengan
undang-undang yang berlaku.

3. Perlu dilakukakannya sosialisasi Kompilasi Hukum Islam di Desa
Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

C. Penutup
Puji syukur kehadirat Allah SWT disampaikan oleh penulis karena
dengan karunia, rahmat, hidayah dan berkah-Nya penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dari jenjang
pendidikan strata satu meskipun dalam segala keterbatasannya. Peulis
berharap semoga skripsi ini bisa menjadi wacana tambahan keilmua yang
ada. Penulis tetap berharap bahwa apa yang disampaikan dapat bermanfaat

buat kita semua.
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